BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN .

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa untuk menyempurnakan Pembentukan Unit

1.

Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 58 Tahun 2016
tetang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan F‘uﬁgsi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin,
pembentukan Unit Pelaksana Teknis diatur dengan

Peraturan Bupati,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Peraturan
Bupati | Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Dan
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal
Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Musi Banyuasin;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 {Lembaran
Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5



s

Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan
Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821};

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah l(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah den.gan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tah_un 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Th 2010 tentang
Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);



6.

10.

11.

12.

-3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5105); '

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04
Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 954);
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman  Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pasal 22 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin {Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 58 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 68 );

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 93).



Menetapkan :

- 5.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis
Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018 Nomor 93), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1, angka 7 diubah
dan angka 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal yang
selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah kepala Unit
Pelaksana Teknis padé. Satuan Pendidikan Formal dan
Satuan Pendidikan Nonformal pada Kabupaten Musi
Banyuasin,

12, Dihapus

2. Ketentuan BAB VII Kepegawaian Pasal 18 ayat (1), ayat (3)
dan ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni
ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I8
(1) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Formal, Kepala
Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal, Urusan Tata
Usaha dan Koordinator Wilayah Kecamatan diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui

Sekretaris Daerah.



-6 -

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Sekolah dan Urusan Tata Usaha yang berbentuk
satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru
atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Kepala Sekolah merupakan Jabatan Fungsional guru
atau pamong pelajar yang diberikan tugas tambahan..

(5) Koordinator Wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang
koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari
pegawai aparatur sipil negara (ASN) lainnya yang
berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat

minimal III/c.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal ! NOVemper = 2018

f, BUPATI MUSI BANYUASIN§ *

N

dﬂ H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal | NOvemner- 2018

SEKR TARIS DAERAH

ATEN MUSI BANYUASIN, f

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 05
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